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Abstrak 
Pemerintahan desa adalah organisasi tingkat dasar untuk melayani kebutuhan masyarakat di 
daerah tertentu. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, diberi wewenang untuk 
mengurus rumah tangga (pemerintah desa) secara mandiri. Peraturan tersebut tidak hanya 
memberikan otonomi namun secara sewenang-wenang menambah sumber pendapatan Desa. Sumber 
pendapatan desa dibagi menjadi tiga klasifikasi yang berasal dari anggaran negara, anggaran, dan 
pengelolaan aset desa. Dengan sumber pendapatan yang dapat mengembangkan desa, pemerintah desa 
harus bisa merencanakan program kerja yang ditargetkan dan terukur. Program ini direncanakan 
melalui dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Seperti kasus 
seperti Desa Karanganyar dan Desa Pengabean, desa tersebut tidak memiliki dokumen rencana 
pembangunan desa. Karena menurut PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 6 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pencairan dana desa harus memiliki dokumen 
perencanaan. Dengan uraian masalah tersebut, penulis membatasi pokok bahasan tentang model 
perencanaan pembangunan desa Karanganyar dan Pengabean. Berdasarkan permasalahan tersebut 
peneliti melakukan desain siklus perencanaan yang sesuai dengan tipologi masyarakat desa. Desain 
pengembangan model perencanaan menggunakan pendekatan metode R&D (Penelitian dan 
Pengembangan) dengan mempertimbangkan perilaku masyrakat.  
Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan; Desa. 
 
Development and Mechanism of Planning System (Case Study in Pengabean 
Village and Karangannyar Village) 
 
Abstract 
Village governance is a basic level organization to serve the needs of people in certain areas. By 
Law Number 6 Year 2014 About the village, it is authorized to take care of the household (village 
government) independently. The regulation not only grants autonomy but arbitrarily adds to the village's 
revenue source. The source of village income is divided into three classifications derived from the state 
budget, budget, and management of village assets. With a source of income that can develop villages, 
village governments should be able to plan targeted and measurable work programs. The program is 
planned through village development planning documents such as RPJMDes, RKPDes, and APBDes. As in 
the case of Karanganyar and Pengabean Villages, the village has no document of village development 
plan. Because according to PP 43 of 2014 on the Implementing Regulation of Law No. 6 2014 on the 
Village, states that the disbursement of village funds should have a planning document. With the 
description of the problem, the authors limit the subject of the Karanganyar village development 
planning model and Pengabean. Based on the problem, the researcher design the planning cycle 
according to the typology of the village community. Design of planning model development using 
approach of R & D method (Research and Development) by considering behavior of society. 
Keywords: Development Planning; Village. 
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1. PENDAHULUAN 
Pemerintah Desa merupakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarkat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dalam 
aktifitasnya pemerintahan desa 
menjalankan fungsi tata kelola yakni 
perencanaan pembangunan. (Zainudin, 
2016). Perencanaan sebagai suatu 
proses yang berkesinambungan yang 
mencakup keputusan dan pilihan 
berbagai alternative sumber daya untuk 
mencapai tujuan tertentu pada masa 
yang akan datang(Hadi, Hakim, & Noor, 
2014). Fungsi tersebut mutlak ada 
dalam suatu organisasi formal dan non 
formal karena perencanaan adalah 
pemikiran hari depan Desa(Nugroho, 
2010). 
Dalam melakukan perencanaan 
Desa hendaknya memperhatikan 
prinsip-prinsip perencanaan 
pembangunan seperti yang tertuang 
dalam Undang-Undang No. 25 tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Mayasari, 
2014). 
Melihat fungsi manajemen 
pemerintah yang telah diuraikan 
sebelumnya sangat sesuai dengan 
amanah Undang-Undang No. 6 tahun 
2014 tentang Desa, pasal 78 ayat 1 
menerangkan bahwa pembangunan 
Desa meliputi tahapan perencanaan. 
Oleh karena itu perencanaan pem-
bangunan Desa harus memperhatikan 
pada dokumen perencanaan pem-
bangunan Kabupaten/Kota. Setelah 
dokumen perencanaan pembangunan 
desa telah disepakati diharapkan dapat 
menimbulkan dampak yang positif 
untuk masyarakat Desa dan kebutuhan 
pelayanan masyarakat Desa segera 
terpenuhi. 
Terkait dalam perencanaan pem-
bangunan Desa berdasarkan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
dokumen perencanaan pembangunan 
desa meliputi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJM) yang 
masa berlakunya yakni 6 (enam) tahun, 
Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDes) yang masa berlakunya 1 
(satu) tahun, dan Anggaran Pendapatan 
Belanja Desa (APBDes) dokumen 
tersebut merupakan acuan perencanaan 
pembangunan Desa. Dengan adanya 
dokumen perencanaan pembangunan 
Desa, diharapkan proses pembangunan 
dan pelaksanaan pembangunan Desa 
lebih terfokus kepada permasalahan 
masyarakat. Kendala yang dihadapi 
dalam proses perencanaan pembangun-
an yakni kearifan lokal desa tidak 
tercantum dalam dokumen perencanaan 
desa (Hilman, 2017). Namun menurut 
(Deviyanti, 2013) kendala yang menjadi 
faktor penghambat dalam perencanaan 
pembangunan yakni partisipasi 
masyarakat desa yang menjadi pemikir 
pembangunan. 
Tujuan penelitian ini untuk 
menentukan model perencanaan 
pembangunan desa yang dapat 
digunakan melibatkan partisipasi 
masyarakat. 
 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Perencanaan 
Partisipasi diartikan sebagai “ke-
ikutsertaan”, “keterliatan” dan 
“pembagian peran”. Konsep partisipasi 
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telah lama menjadi bahan kajian 
(Raharjana, 2012).  Dalam pembangun-
an paritisipasi berarti usaha yang 
terorganisir dari berbagai pihak 
(perempuan dan laki-laki) (Narutomo, 
2014). 
Dengan demikian, konsep 
partisipasi merupakan serangkaian 
kegiatan yang sitematis dan tersturktur 
dengan melibatkan masyarakat untuk 
mengambil inisiatif, pengambilan 
keputusan, menetapkan arah dan 
tujuan, perencanaan, pelaksanaan, 
pengorganisasian, dan mengevaluasi 
dengan mengoptimalkan potensi dan 
kemampuan yang ada padanya. 
Bentuk partisipasi menurut (Fogg, 
1994) menguraikan bentuk partisipasi 
yang dilihat dalam beberapa cara yaitu 
1) konsultasi, biasanya dalam bentuk 
jasa; 2) sumbangan spontan dalam 
bentuk uang atau/dan barang; 3) 
mendirikan proyek yang bersifat 
berdikari dan donornya berasal dari 
sumbangan individu, instansi yang 
berada diluar lingkungan tertentu; 4) 
mendirikan proyek yang bersifat 
berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh 
masyarakat (biasanya diputuskan oleh 
rapat komunitas, antara lain rapat desa 
dalam menentukan anggaranyan; 5) 
sumbangan dalam bentuk kerja, yang 
biasayanya dilakukan oleh tenaga ahli 
setempat; 6) aksi massa; 8) mengadakan 
pembangunan di kalangan keluarga 
desa sendiri. 
(Planners, 1969:216) berpendapat 
bahwa partisipasi masyarakat dapat 
disimulasikan sebagai distribusi ke-
kuasaaan antara anggota masyarakat 
dengan pemerintah lokal. Kemudian 
(Arnstein, 1969) mengidentifikasi 
partisipasi masayrakat merupakan 
kekuasaan. Partisipasi masyarakat 
bertingkat sesuai dengan gradasi 
kekuasaan yang dapat dilihat dalam 
proses pengambilan keputusan atau 
kebijakan. Seperti tabel 1 Arnstein 
berpendapat tentang level partisipasi 
masayrakat. 
 


































































Perencanaan Pembangunan Desa 
Desa menurut (Zakaria & 
Suprihardjo, 2014) mendefinisikan 
sebagai komunitas kecil yang menetap 
di suatu daerah, dan  mendefinisikan 
desa sebagai setiap pemukiman para 
petani. Indonesia penggunaan istilah 
tersebut digunakan dengan cara yang 
berbeda untuk masing-masing daerah, 
seperti dusun bagi maysarakat Sumatera 
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Selatan, Dati bagi Maluku, kuta untuk 
Batak, Nagari  untuk Sumatera Barat, 
atau wanua di Minahasa. Bagi 
masyarakat lain desa memiliki keunikan 
tersendiri dan berkaitan erat dengan 
mata pencaharian, norma, dan adat 
istiadat yang berlaku. 
Sedangkan (Fauzi & Zakaria, 2000) 
menyatakan, Desa adalah sekumpulan 
manusia yang hidup bersama dalam 
suatu wilayah, yang memiliki suatu 
organisasi pemerintahan, dengan 
serangkaian peraturan-peraturan yang 
ditetapkan sendiri, serta berada di 
bawah pimpinan desa yang dipilih dan 
ditetapkan sendiri. Definisi ini, 
menegaskan bahwa desa sebagai satu 
unit kelembagaan pemerintahan 
mempunyai kewenangan pengelolaan 
wilayah perdesaan. Wilayah pedesaan 
sendiri diartikan sebagai wilayah yang 
penduduknya mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan 
sumberdaya alam, dengan susunan 
fungsi wilayah sebagai pemukiman 
perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
Dalam mewujudkan fungsi wilayah 
maka, Desa menerapkan tata kelola atau 
manajemen pembangunan Desa. 
Pembangunan Desa dilakukan 
dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan 
kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasaran 
Desa, pengembangan potensi ekonomi 
lokal, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan (Bachrein, 2016).  
Berdasarkan Undang-Undang No. 
6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 78 
dalam rangka melaksanakan pem-
bangunan maka tahapan pertama yakni 
perencanaan. 
Dalam menyusun perencanaan 
pembangunan Desa dapat disesuaikan 
dengan kewenangan Desa dengan 
mengacu pada perencanaan pem-
bangunan Kabupaten /Kota. 
Melaksanakan perencanaan pem-
bangunan desa lebih terdapat 2 (dua) 
pendekatan yakni Pertama, Pendekatan  
bottom-up yang mempunyai makna 
perencanaan yang dilakukan atau yang 
diusulkan dari masyarakat tingkat 
bawah atau lebih mengutamakan 
partisipasi masyarakat Desa dalam 
menentukan program kerja Desa. Kedua, 
Pendekatan Teknokratik yang memiliki 
arti bahwa perencanaan pembangunan 
disusun oleh lembaga/orang yang 
memahami tentang penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan 
Desa. Pendekatan ini digunakan sebagai 
pelaksanaan fungsi  kelembagaan Desa 
(Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009). 
Adapun kriteria perumusan 
perencanaan pembangunan Desa 
menurut (Sumenge, 2013) terbagi 
berdasarkan kategori kebutuhan 
masyarakat Desa, yang meliputi: 
a. Peningkatan kualitas dan akses 
terhadap pelayanan dasar; 
b. Pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur dan lingkungan 
berdasarkan kemampuan teknis 
dan sumber daya lokal yang 
tersedia; 
c. Pengembangan ekonomi pertanian 
berskala produktif; 
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d. Pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi tepat guna untuk 
kemajuan ekonomi; dan 
e. Peningkatan kualitas ketertiban dan 
ketentraman masyarakat Desa ber-
dasarkan kebutuhan masyarakat 
Desa. 
Dalam melakukan perencanaan 
pembangunan di Desa Karanganyar dan 
Desa Pengabean Kabupaten Tegal, lebih 
mengutamakan musyawarah Desa yang 
melibatkan masyarakat Desa beserta 
para tokoh masyarakat Desa. Materi 
pembahasan pada musyawarah Desa 
(MusrenbangDes) membahas mengenai 
program, kegiatan dan kebutuhan pem-
bangunan, yang kemuian ditetapkan 
prioritas arah pembangunan Desa. 
Berdasarkan klasifikasi (Planners, 
1969) 
 
2. METODE  
Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif, dimana desa yang 
diteliti sebagai objek alami dan peneliti 
sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 
2009). Kemudian untuk teknik 
pengumpulan data dilakukan secara 
triangulasi, sedangkan data yang 
dihasilkan bersifat deskripsi dan 
analisis data dilakukan secara induktif. 
Hasil penelitian kualitatif lebih 
mengedepankan makna atau hasil yang 
diteliti. 
Pendekatan penelitian ini melalui 
desain riset evaluasi perencanaan 
pembangunan desa, dengan melakukan 
evaluasi pada dua desa yakni Desa 
Pengabean dan Desa Karanganyar 
Kabupaten Tegal. 
Desain penelitian dibangun 
berdasarkan model evaluasi CIPP 
(Context Input Process Product) yang 
diterapkan dalam sistem pemerintahan 
(Narutomo, 2014) 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Demografi Desa Pengabean dan Desa 
Karanganyar 
Desa Karaganyar dan Desa 
Pengabean merupakan desa yang 
termasuk dalam wilayah administrasi 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
 
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa 
Desa Jenis Kelamin 
Jumlah 
(jiwa) 
Karanganyar Laki – Laki 3187 
Perempuan 3320 
Pengaeban Laki-Laki 4055 
Perempuan 3856 
Sumber : Profile Kecamatan Dukuhturi 
2015 
Desa yang memiliki kepadatan 
penduduk paling tinggi yaitu Desa 
Pengabean dengan rasio pertumbuhan 
17,75 % dibandingkan dengan Desa 
Karanganyar. 
 







SD 767 - 
SMP 2552 - 
SMA/SMK 3878 2107 
D1 - 25 
D2 - 28 
D3 - 27 
S1 210 18 
S2 - 7 
Sumber : Profile Kec. Dukuhturi 2015 
Tingkat pendidikan sangat 
berpengaruh dalam proses 
pembangunan. Tentunya dalam 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa, disebutkan bahwa 
minimal tingkat pendidikan seorang 
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perangkat Desa yaitu SMA/SLTA atau 
sederajat.  
Melihat tabel 2, menunjukkan 
bahwa di Desa Pengabean tingkat 
pendidikan terbanyak yaitu 
SMA/SLTA/sederajat dengan jumlah 
47,64%. Kemudian di Desa Karanganyar 
tingkat pendidikan terbanyak yaitu 
SMA/SLTA/Sederajat dengan jumlah 
95,25%. 
Tingkat pendidikan ini sangat 
berpengaruh terhadap kualitas 
dokumen perencanaan. Semakin tinggi 
tingkat pendidikannya tingkat 
pemahaman terhadap partisipasi 
pembangunan masyarakat lebih baik. 
 
Model Perencanaan Pembangunan 
Desa 
Model perencanaan pembangunan 
Desa seperti dalam Pasal 80 ayat 1 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa, yaitu Perencanaan 
pembangunan Desa lebih mengutama-
kan pemberdayaan masyarakat dan 
Model Partisipatif dalam perencanaan 
pembangunan Desa. Implementasi 
pemberdayaan masyarakat Desa dengan 
cara melibatkan masyarakat dalam 
aktifitas pembangunan Desa dengan 
karakteristik dan ciri sebagai berikut : 
a. Aspiratif, menampung masalah, 
usulan, kebutuhan, kepentingan, 
keinginan masyarakat. 
b. Menarik, mendorong perhatian dan 
minat masyarakat desa untuk aktif 
dan terlibat dalam pembangunan. 
c. Operasional, program yang 
dihasilkan dapat direalisasikan dalam 
kehidupan nyata sesuai sumber daya 
setempat dan mudah dalam 
penerapanya. 
d. Inovatif, program pembangunan 
yang dihasilkan mendorong 
kreativitas, perubahan serta mampu 
menjawab peluang dan tantangan 
masyarakat  ke depan. 
e. Partisipatif, melibatkan seluruh 
elemen masyarakat terutama bagi 
kelompok marjinal sebagai pelaku 
pembangunan. 
f. Adaptif, menggunakan pendekatan 
dan metode yang sesuai dengan 
kondisi sosial adn budaya 
masyarakat setempat. 
g. Koordinatif, memperkuat jalinan dan 
sinergitas stakeholders baik 
pemerintah, swasta, LSM, perguruan 
tinggi, masyarakat dan lembaga 
terkait lainnya dalam perencanaan 
pembangunan. 
h. Demokratis, menghormati dan 
menghargai perbedaan pendapatan, 
terbuka menerima kritik 
musyawarah dan mufakat. 
i. Edukatif, membangun masyarakat 
pembelajar melalui silang informasi, 
pengetahuan, pengalaman dan 
teknologi. 
Adapun siklus dalam perencanaan 
pembangunan Desa terdiri dari 13 
tahapan seperti terlihat dalam gambar 
1. 
Siklus perencanaan sesuai dengan 
gambar 2, dilakukan pada saat pe-
nyusunan RPJMDes, RKPDes, dan 
APBDes. Dalam tahapan 3, 7,9 dan 10 
dilakukan dengan cara musyawarah 
Desa dengan melibatkan stakeholders 
Desa Karanganyar dan Desa Pengabean. 
Ruang lingkup bidang Perencana-
an Pembangunan Desa antara lain : 
a. Birang penyelenggaraan Pemerintah 
Desa; 
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b. Pelaksanaan pembangunan Desa; 
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 



































Penyusunan kertas kerja perencanaan strategi 
an program 




Penentuan ratio skala 
prioritas dan plafon 
anggaran 










Ealuasi hasil pelaksanaan 
















Penetapan dokumen  
perencanaan 
Penentuan usulan 
rencana program kerja 
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Penyusunan RPJM Desa 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan desa 
/kelurahan untuk periode 6 (enam) 
tahun yang memuat penjabaran dari 
visi, misi dan program kerja Kepala 
Desa yang penyusunanya berpedoman 
pada hasil musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa RPJM Daerah 
(Kabupaten/kota), memuat arah 
kebijakan keuangan Desa, strategi 
pembangunan Desa, kebijakan umum, 
dan program satuan kerja. 
Dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 
disusun berdasarkan pendekatan 
sebagai berikut : 
1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk 
mewujudkan kemampuan dan 
kemandirian masyarakat dalam 
kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara; 
2. Partisipasif, yaitu keikutsertaan 
dan ketertiban masyarakat secara 
aktif dalam proses pembangunan;  
3. Berpihak pada Masyarakat, yaitu 
seluruh proses pembangunan di Pe-
desaan secara serius memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya 
bagi masyarakat khususnya 
masyarakat miskin; 
4. Terbuka, yaitu Proses tahapan pe-
rencanaan pembangunan dapat 
dilihat dan diketahui secara 
langsung oleh seluruh masyarakat 
desa; 
5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan 
tahapan-tahapan kegiatan pem-
bangunan dapat dipertanggung-
jawabkan dengan benar, baik pada 
pemerintah di desa maupun pada 
masyarakat; 
6. Selektif, yaitu semua masalah 
terseleksi dengan baik untuk 
mencapai hasil yang optimal; 
7. Keberlanjutan, yaitu setiap proses 
dan tahapan kegiatan sesuai dengan 
potensi sumber daya alam dan 
sumber daya manusia yang 
tersedia; 
8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses 
dan tahapan kegiatan perencanaan 
harus berjalan secara 
berkelanjutan; 
9. Cermat, yaitu data yang diperoleh 
cukup obyektif, teliti, dapat 
dipercaya, dan menampung aspirasi 
masyarakat; 
10. Proses berulang, yaitu pengkajian 
ter-hadap suatu masalah/hal 
dilakukan secara berulang sehingga 
mendapatkan hasil yang terbaik; 
dan 
11. Penggalian, yaitu didalam 
menemukan masalah dilakukan 
penggalian informasi melalui alat 
kajian keadaan desa dengan sumber 
informasi utama dari peserta 
musyawarah perencanaan. 
Tahapan penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDes) sebagai berikut : 
a. MUSDUS, atau Musyawarah Dusun 
dilaksanakan dilingkup Dusun / 
RT/RW di desa guna menyerap 
aspirasi masyarakat dilingkup 
Dusun/RT/RW; 
b. LOKAKARYA DESA, adalah rapat 
tekhnis ditingkat desa guna 
membahas dan mensinkronisasikan 
setiap usulan dari tingkat dusun / RT 
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/ RW yang sudah masuk dari 
musayawarah Dusun yang telah 
dilakukan; 
c. MUSRENBANGDES (Musyawarah 
Pembangunan Desa), adalah 
Musyawarah ditingkat Desa guna 
menjaring dan menentukan rencana 
pembangunan Desa yang sebelumnya 
sudah terjaring dalam musyawarah 
dusun dan tekah diujikan dilokakarya 
desa untuk kemudian ditetapkan dan 
ditindak lanjuti ditingkat yang lebih 
tinggi; 
Penyusunan RKP Desa  
Rencana Kerja Pembangunan Desa 
(RKPDes) adalah dokumen rencana 
pembangunan desa/kelurahan untuk 
periode 1 (satu) tahun sebagai 
penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RKP 
Desa memuat kebijakan prioritas 
program, dan kegiatan pembangunan 
desa baik yang dilaksanakan langsung 
oleh pemerintah Desa maupun yang 
ditempuh melalui partisipasi 
masyarakat. 
Adapun langkah-langkah dalam 
penyusunan RKP Desa pertama, 
membentuk tim penyusunan RKP Desa 
yang teridir dari Kepala Desa selaku 
pembina, Sekertaris Desa sebagai ketua 
tim, Ketua lembaga pemberdayaan 
masyarakat sebagai sekertaris, dan 
anggota tim meliputi perangkat desa, 
lembaga pemberdayaan masyarakat, 
kader pemberdayaan masyarakat desa 
dan unsur masyarakat. jumlah anggota 
tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan 
paling banyak 11 (sebelas) orang 
kemudian mengutamakan 
keberimbangan gender atau harus 
mengikutsertakan perempuan. Pem-
bentukan tim tersebut melalui rumusan 
musyawarah Desa disertai berita acara 
pembentukan Tim Penyusunan RKPDes. 
Kedua, Pencermatan pagu 
indikatif Desa dan penyelarasan 
program/kegiatan masuk ke Desa. 
Kepala Desa mendapatkan informasi 
dari kabupaten/kota tentang pagu 
indikatif Desa dan rencana program / 
kegiatan Pemerintah, pemerintah 
Daerah provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten /kota yang masuk ke Desa. 
Pada bulan Juli tahun berjalan tim 
sudah melakukan penyusunan draft 
rancangan RKP Desa dengan 
menggunakan format berikut ini. 
 
Tabel 4. Format Penyusunan 










Tim penyusunan RKP Desa 
melakukan pencermatan pagu indikatif 
Desa yang meliputi : 
a. Rencana dana Desa yang bersumber 
dari APBN; 
b. Rencana alokasi dana desa (ADD) 
yang merupakan bagian dari dana pe-
rimbangan yang diterima kabupaten 
/kota; 
c. Rencana bagian dari hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah 
kabupaten/kota; 
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d. Rencana bantuan keuangan dari 
APBD provinsi dan APBD 
kabupaten/kota. 
Setelah melakukan pencermatan 
pagu indikatif berikutnya tim 
melakukan sing-kronisasi rencana 
program/kegiatan yang masuk ke desa 
dengan mencermati dokumen : 
a. Rencana kerja pemerintah Kabupaten 
/ Kota; 
b. Rencana program dan kegiatan 
pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi dan pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota; 
c. Hasil penjaringan aspirasi 
masyarakat oleh dewan perwakilan 
rakyat daerah Kabupaten /Kota. 
Hasil telaah dituangkan dalam 
format pagu indikatif Desa dan pagu 
indikatif diseleraskan dengan kegiatan 
yang masuk ke Desa dan perencanaan 
program kerja Desa.  
Setelah penyusunan pagu indikatif 
kemudian tim akan merancang draft 
RKP Desa yang akan dimusyawarahkan 
dalam perencana-an pembangunan 
Desa terkait dengan pe-nyusunan RKP 
Desa. 
Musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa diikuti oleh 
pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, dan unsur 
masyarakat. Unsur masyarakat terdiri 
atas tokoh adat, agama, tokoh 
masyarakat, tokoh pendidikan, 
perwakilan kelompok tani, perwakilan 
kelompok nelayan, perwakilan 
kelompok perajin, perwakilan kelompok 
perempuan, perwakilan kelompok 
pemerhati dan perlindungan anak, dan 
perwakilan kelompok miskin. 
Dalam musyawarah akan 
membahas rancangan awal RKP Desa 
yang berisikan tentang penyelenggaraan 
pemerintah Desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan ke-
masyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. Kegiatan musren-
bangdes akan menentukan prioritas 
program dan kegiatan yang akan 
dijadikan program kerja Desa. 
Menentukan prioritas program / 
kegiatan berdasarkan dari penilian 
masyarakat setelah memetakan 
permasalahan Desa, dengan meng-
gunakan tabel berikut ini. 
Tabel 5 













bangdes dan telah disepakati hasil 
musyawarah maka keputusan tersebut 
melakukan penandatangan berita acara 
terkait penyusunan RKP Desa dan 
prioritas program kerja yang disepakati 
bersama. 
Penetapan RKP Desa melalui 
musyawarah desa yang dihadiri oleh tim 
penyusun, perangkat desa, dan 
perwakilan dari tokoh masyarakat Desa. 
kemudian dibuatkan berita acara 
penetapan dan dilampiri daftar hadir 
anggota musyawarah Desa selanjutnya 
dijadikan Peraturan Desa. 
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Pembentukan Tim 
Penyusun RKP Desa 
Singkronisasi program / 
kegiatan masuk Desa 
beserta pagu indikatif 
Penyusunan Draft 
Rancangan RKP Desa 
Musyawarah 
Pembangunan Desa 
terkait penyusunan RKP 
Desa 
Penetapan RKP Desa 
(Peraturan Desa) 
Pengajuan Daftar 
usulan RKP Desa ke 
Bupati/Walikota 
Kemudian setelah ditetapkan 
melalui Peraturan Desa, maka 
selanjutnya menyampaikan daftar 
usulan RKP Desa kepada Bupati / 
Walikota melalui camat. Penyampaian 
daftar usulan RKP Desa paling lambat 
31 Desember tahun berjalan. 
 
Penyusunan APB Desa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) merupakan bagian 
integral dari proses perencanaan dan 
pengangaraan dimana, desa memiliki 
kewenangan untuk menyusun rencana 
keuangan tahunan pemerintahan desa 
yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan BPD yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
Dalam penyusunan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
didasarkan pada prinsip penyusunan, 
antara lain sebagai berikut. 
a. Sesuai dengan kebutuhan penye-
lenggaraan pemerintah Desa ber-
dasarkan urusan dan 
kewenanganyar; 
b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan 
dan jadwal yang telah ditentukan 
peraturan perundangan-undangan; 
c. Transparan, untuk memudahkan 
masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan informasi yang seluas-
luasnya; 
d. Partisipatif, dengan melibatkan 
masyarakat; 
e. Memperhatikan asas keadilan dan 
kepatutan; 
f. Tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum, peraturan yang 
lebih tinggi dari peraturan Desa 
lainnya; 
g. Semua penerimaan (baik dalam 
bentuk uang, maupun barang 
dan/atau jasa) dianggarkan dalam 
APBDesa; 
h. Seluruh pendapatan dan belanja di-
anggarkan secara bruto; 
i. Jumlah pendapatan merupakan per-
kiraan terukur dan dapat dicapai 
serta berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan; 
j. Penganggaran pengeluaran harus di-
dukung dengan adanya kepastian ke-
tersediaan penerimaan dalam cukup 
dan harus didukung dengan dasar 
hukum yang melandasinya. 
Untuk penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
langkah dan tahapan mengikuti 
perumusan pada saat penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDes). Karena dalam 
penyusunannya anggaran merupakan 
bagian tidak terlepas dari bagian pe-












Siklus Penyusunan RKP Desa 
 
Gambar 2 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) terdiri dari 2 (dua) bagian 
yakni Pertama, Pendapatan Desa dan 
Belanja Desa. Adapun Pendapatan Desa 
terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), 
Dana Transfer, dan pendapatan lain-
lainnya. 
Kedua, Belanja Desa yang digunakan 
paling sedikit 70% dari jumlah anggaran 
belanja Desa digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
Pelaksanaan Pembangunan Desa, pem-
binaan kemasyarakatan Desa, dan pem-
berdayaan masyarakat Desa. kemudian 
30% dari jumlah anggaran belanja Desa 
digunakan untuk penghasilan tetap dan 
tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, 
operasional pemerintah Desa, tunjangan 
dan operasional Badan Permusyawaratan 
Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun 
warga. 
Desa Pengabean dan Desa 
Karagannyar merupakan Desa yang 
menerima Dana Desa dan Alokasi Dana 
Desa adapun jumlah pendapatan kedua 
Desa tersebut dapat dilihat pada tabel 6 
berikut ini. 
Tabel 6 







Pengabean 1.227.491.273 1.302.029.520 
Karanganyar 1.268.767.192 1.305.651.896 
Sumber: RKPDes Pengabean dan Karangnyar2017 
Berdasarkan dari tabel 6, 
menunjukkan bahwa pengeluaran kedua 
desa tersebut, lebih besar dari pendapatan 
yang diterima Desa. Oleh karena itu, dalam 
perencanaan anggaran lebih 
mengutamakan prioritas program kerja 
yang sangat diperlukan oleh masyarakat 
Desa. 
 
4. SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang 
telah diuraikan bahwa, perencanaan 
pembangunan Desa Pengabean dan Desa 
Karanganyar lebih mengutamakan pem-
berdayaan masyarakat dan partisipasi 
masyarakat Desa. 
Pemberdayaan masyarakat Desa 
digunakan untuk memanfaatkan sumber 
daya yang dimiliki oleh Desa agar 
pemertaan ekonomi dapat terwujud dan 
menciptakan kemandirian Desa. 
Model partisipasi yang digunakan oleh 
Desa Karanganyar dan Desa Pengabean 
dalam perencanaan pembangunan Desa 
dengan melibatkan masyarakat Desa dalam 
kegiatan musyawarah perencanaan pem-
bangunan Desa. Musyawarah tersebut pada 
penentuan program kerja atau prioritas 
kegiatan Desa dan penentuan kebijakan 
anggaran. 
Saran 
Dengan melakukan pengabdian 
kepada masyarakat merupakan bentuk 
kepedulian terhadap penyelesaian 
permasalahan masyarakat. Kegiatan 
workshop dan bimbingan teknis terkait 
penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan Desa adalah bentuk solusi 
terhadap permasalahan pemerintah Desa 
pasca diterapkannya Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa. 
Oleh karena itu untuk pemerataan 
perekonomian ditingkat masyarakat Desa 
perlu dilakukan aktivitas serupa dengan 
melibatkan beberapa Desa. Peran serta 
Perguruan Tinggi sangat berpengaruh 
dalam kesempurnaan kebijakan yang di-
terapkan oleh pemerintah. 
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